PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Imam Bonjol Nomor.50, Tarempa, Siantan, Kepulauan Anambas,
Kepulauan Riau 29791, Laman anambaskab.go.id, Pos-el disdukcapil@anambaskab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR 02 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Menimbang : a. bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang efisien,
terbuka dan kompetitif sangat diperlukan bagi ketersediaan
barang/jasa yang terjangkau dan berkualitas, sehingga
akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik;

b. bahwa dalam rangka mendukung tercapainya Aparatur
Sipil Negara (ASN) yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme diperlukan komitmen ASN dan
kerjasama yang sinergis dengan Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
(PAN-RB) dalam hal kepatuhan pelaporan harta
kekayaannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut
pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan Keputusan
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tentang
Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Tahun Anggaran
2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor S5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun
2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan
Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 4879);
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Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
seabagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6322);
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
(5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6523);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor
7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan
Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan
Anambas Tahun 2016 Nomor 52, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 53)
sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2021
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun
2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah
Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 87, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor
88);

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 1
Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun
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2022 Nomor 90, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kepulauan Anambas Nomor 91);

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor
3 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Tahun 2024 Nomor 101, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 101);

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor
6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Kepulauan Anambas Tahun 2023 Nomor 104);

Peraturan Bupati Kepulauan Nomor 60 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tahun
2021 Nomor 631);

Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 50 Tahun
2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran
2025 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Tahun 2024 Nomor 813;)

Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor
29 Tahun 2024 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten
Kepulauan Anambas Tahun 2024 Nomor 792);

Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 854 Tahun
2024 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa
Pengguna Anggaran, bendahara Penerimaan, Bendahara
Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Tahun
Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN

Menunjuk dan Mengangkat Saudara HERYANA, SE {(NIP.
197411302002122003) (Pangkat/Gol.Ruang : Pembina Utama
Muda /(IV/c)} sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan
Anambas Tahun Anggaran 2025;

Tugas Pokok Pejabat Pembuat Komitmen :
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Menyusun perencanaan pengadaan;

Menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
Menetapkan rancangan kontrak;

Menetapkan HPS;



KETIGA

KEEMPAT

S UL e g e

fu—y
.

0.

Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan
kepada penyedia;

Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;

Menetapkan tim pendukung;

. Menetapkan tim atau tenaga ahli;

Melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di
atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus Juta rupiah);
Menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
Mengendalikan pelaksanaan Kontrak;

Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada
PA/KPA;

. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada

PA/KPA dengan berita acara penyerahan;

. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen

pelaksanaan kegiatan; dan
Menilai kinerja penyedia.

Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud
pada Diktum KEDUA, dalam hal diperlukan, Pejabat Pembuat
Komitmen dapat :

a.

Mengusulkan kepada PA/KPA :

1) Perubahan paket pekerjaan; dan/atau

2) Perubahan jadwal kegiatan pengadaan

Menetapkan tim pendukung;

Menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis
untuk membantu pelaksanaan tugas ULP;

Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan
kepada Penyedia Barang/Jasa.

Pejabat tersebut diserahi tugas dan tanggung jawab untuk
ketertiban dan kelancaran pelaksanaan kegiatan dengan
berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan dan
ketentuan yang berlaku;

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkanya keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025;



KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat
kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tarempa
Pada Tanggal : 2 Januari 2025

Kepala Dinas
Kependudukan Dan Pencatatan Sipil,

p=

Heryana, SE
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197411302002122003

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Kepulauan Anambas,

Cq. Sekretaris Daerah Kab.Kep. Anambas di Tarempa;

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Kep. Anambas di Tarempa;
Kabag Administrasi Pembangunan Setda Kab.Kep.Anambas di Tarempa;

Yang bersangkutan;

Pertinggal

S



